
BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG
NÓMOR : 33 TAHUN 2012

TENTANG

-mJ PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
• ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
I TAHUN ANGGARAN 2011

I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

I. Menimbang : bahwa mematuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ....I Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
j Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
|. 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentangI Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan AnggaranI. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaiI rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan

\ Is Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
' 2011;

IjMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah

' dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tantang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemenksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasiónal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008; ë

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPenmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemenntahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438)-

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Prötokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90



Tamb^^ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NomorLembaran Negara Republik Indonesia Nomor

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangFengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 20Ó5 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
^Lembfciran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentangSistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ó05 Nomor 138, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan LembaranNegara Republik Indonersia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentangPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar PelayananMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembarafi Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomór 5219);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 37 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01
Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2004 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011
Nomor Ó5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 05);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Nomor 09);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 12).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07
Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 07);
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1. Pendapatan Asli Daerah2. Dana Perimbangan
3. Lain-lairt Pendapatan Yang Sah

Jumlah Pendapatan
b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b.Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibali
e. Belanja Bantuan Sosialf. Belanja Bagi Hasil
g. Belanja Bantuan keuanganh.Belanja Tidak Terduga

Jumlah
2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasac. Belanja Modal
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c. Pembiayaan
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sebagaimana dimaksudRealisasitaggX ‘eblh lanjut ke dalam Penjabaran Laporan
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XTapRa“ A"8garM Tahun An~201! terdiri atas :

Rp- 2.070.898.638,70
15.610.889.500.00

L13,539.990.861.30)

Rp- 29.889.064.479.47

i belanja daerah tahunanggXXii ^ dan



Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 27 Agrat™

SEKRÉTARIS

TULANG BAWANG


